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INTISARI 
 
Penulisan thesis yang berjudul “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di 
Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Upaya 
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup” ini dilatarbelakangi adanya kerusakan 
lingkungan hidup serta bangunan-bangunan pengairan di sekitarnya akibat 
maraknya penambangan liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana instrumen hukum yang ada dapat diterapkan dan ditegakkan untuk 
mengatasi permasalahan yang ada 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-
undangan dan berbagai literature yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini 
serta diskusi dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan dalam penulisan 
tesis ini. 
Penelitian ini menemukan bahwa ada dua instrumen hukum yang mengatur 
masalah penambangan pasir, kerikil, dan batu di lingkungan sungai dan pesisir di 
wilayah Kabupaten Bantul yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian 
Golongan C dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 
tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir. 
Namun demikian, kedua peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan norma 
hukum positif yang ada, dimana masalah lingkungan hidup  dan pertambangan 
rakyat telah menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena 
itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul seharusnya segera membuat peraturan 
daerah yang komprehensif guna mengatur masalah pertambangan sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara. 
 
Kata-kata kunci: ”Lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 
peraturan daerah, tertib dan sejahtera”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
The thesis “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 
Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai 
dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai upaya Pelestarian Fungsi 
Lingkungan Hidup” (The law enforcement of the Local Regulation of Bantul 
Regency No. 16, 2003 about the conservation of sands, pebbles, and stones in the 
rivers and beaches by the Satuan Pamong Praja as the effort of the Environmental 
Functions Conservation) is based on the environmental and the surrounding water 
buildings damage because of the spreading of the illegal mining. The objective of 
the thesis is to know how the existing law instrument can be applied and enforced 
to solve the existing problems. 
The research is carried out by searching for the law instruments and some 
related literatures and by discussing with many parties to get some inputs for 
writing the thesis. 
The research found the problems that there are two existing law instruments 
which regulate the sands, pebble, and stones mining around the rivers and beaches 
in Bantul. They are the Perda DIY Number 3, 1994 (Yogyakarta Special Province 
regulation number 3, 1994) about Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C 
(level C mineral mining) and Perda Bantul number 16, 2003 (Bantul Regency 
regulation number 16, 2003) about the conservation of sands, pebbles, and stones 
in the rivers and beaches. However, both of the regulations are not in line with the 
existing positive law animore where environmental problems and public mining 
have been the authority of regency/city government. There fore Bantul Regency 
should have moth comprehensive regulation to manade mining which is in the line 
with the law number 4, 2009 about Minerals and Coal Mining.  
 
Keywords: “Environment, Regency/City Government, Regency Regulation, 
disipline and welfare”. 
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